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KEMENAG. Otk. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk mewujudkan organisasi yang lebih
proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan
kinerja pelaksanaan tugas Kementerian Agama, perlu
dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan tata
kerja Kementerian Agama;

b. bahwa penyederhanaan struktur organisasi Kementerian
Agama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah
mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat
Nomor B/780/M.KT.01/2021 mengenai Penyederhanaan
Birokrasi di Lingkungan Kementerian Agama;

c. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan  Peraturan  Menteri Agama  tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA.
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BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 1
(1) Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden.
(2) Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 2
Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di
bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik,
Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji
dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;

b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi pada Kementerian Agama;

c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawab Kementerian Agama;

d. pengawasan atas pelaksanaan tugas pada Kementerian
Agama;

e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;

f.  pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke
daerah;

g. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan
pengembangan di bidang agama dan keagamaan;

h. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan

pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur

organisasi pada Kementerian Agama.

[

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4
(1) Susunan organisasi Kementerian Agama terdiri atas 11
(sebelas) unit kerja, sebagai berikut:
a. Sekretariat Jenderal,;
b. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
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c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan

Umrabh;

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;

Inspektorat Jenderal;

Badan  Penelitian dan Pengembangan, dan

Pendidikan dan Pelatihan; dan

k. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Selain unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Menteri dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli dan 2 (dua) pusat.

Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas:

a. Staf Ahli Bidang Hubungan  Kelembagaan
Keagamaan;

b. Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan
Informasi; dan

c. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Pusat Kerukunan Umat Beragama; dan

b. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.
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BAB III
SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 5
Sekretariat Jenderal merupakan unsur pembantu
pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri.
Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh wunit organisasi di
Kementerian Agama.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

koordinasi kegiatan Kementerian Agama,;

koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran Kementerian Agama;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi  ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
arsip, dan dokumentasi Kementerian Agama;

pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
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f.  penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan
negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8
Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:
Biro Perencanaan;
Biro Kepegawaian,;
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
Biro Organisasi dan Tata Laksana;
Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
Biro Umum; dan
Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.
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Bagian Ketiga
Biro Perencanaan

Pasal 9
Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi, sinkronisasi dan penyusunan rencana strategis,
program, kegiatan dan anggaran, evaluasi, pelaporan
perencanaan, pengembangan sistem, data perencanaan, dan
pemantauan pelaksanaan kebijakan pada Kementerian Agama
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi, sinkronisasi, dan penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja, perjanjian kinerja, dan
rencana anggaran Kementerian Agama dan Sekretariat

Jenderal,;
b. koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data
perencanaan  program, kegiatan, dan  anggaran

Kementerian Agama;

c. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program,
kegiatan, dan anggaran Kementerian Agama pusat dan
daerah;

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan, rencana strategis, rencana kinerja, perjanjian
kinerja, dan rencana anggaran Kementerian Agama; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 11
Susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf
a mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan persuratan,
perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan,
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barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi biro.

Bagian Keempat
Biro Kepegawaian

Pasal 13
Biro  Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan data dan administrasi kepegawaian dan
penyusunan bahan pembinaan, asesmen, dan pengembangan
pegawai pada Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan data dan naskah kepegawaian,;

b. pengembangan sistem dan layanan informasi
kepegawaian,;

c. penyusunan rencana formasi dan pengadaan pegawai;

d. pelaksanaan wurusan promosi dan mutasi jabatan
pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional;

e. pelaksanaan sidang pertimbangan kepegawaian;

pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan

pegawai;

pelaksanaan pemberian penghargaan pegawai;

pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai;

pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan

pegawai;

j-  koordinasi pengelolaan administrasi penilaian kinerja dan
disiplin pegawai; dan

k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
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Pasal 15
Susunan organisasi Biro Kepegawaian terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf
a mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan persuratan,
perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan,
barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi biro.

Bagian Kelima
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Pasal 17
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan koordinasi perbendaharaan,
pelaksanaan anggaran, pengelolaan penerimaan negara bukan
pajak dan badan layanan umum, barang milik/kekayaan
negara, akuntansi, dan pelaporan keuangan pada
Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan
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perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan bina perbendaharaan dan pelaksanaan
anggaran;

b. pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
dan badan layanan umum;

c. pelaksanaan bina pengelolaan barang milik/kekayaan
negara;

d. pelaksanaan bina akuntansi dan pelaporan keuangan
dan barang milik /kekayaan negara; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 19
Susunan organisasi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
terdiri atas:
a. Bagian Penatausahaan, Penghapusan, dan Pengendalian
Barang Milik Negara;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20
Bagian Penatausahaan, Penghapusan, dan Pengendalian
Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
pembinaan, koordinasi, dan administrasi penatausahaan,
penghapusan, dan pengendalian barang milik/kekayaan
negara.

Pasal 21
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, Bagian Penatausahaan, Penghapusan, dan
Pengendalian Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pembinaan penatausahaan,
penghapusan, dan pengendalian barang milik/kekayaan
negara;

b. penyiapan bahan koordinasi penatausahaan,

penghapusan, dan pengendalian barang milik/kekayaan
negara; dan

c. pelaksanaan urusan administrasi penatausahaan,
penghapusan, dan pengendalian barang milik/kekayaan
negara.

Pasal 22
Bagian Penatausahaan, Penghapusan, dan Pengendalian
Barang Milik Negara terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 23
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf b mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan
persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan,
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keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan,
data, dan dokumentasi biro.

Bagian Keenam
Biro Organisasi dan Tata Laksana

Pasal 24
Biro Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, dan koordinasi penataan
organisasi, penataan tata laksana, dan evaluasi kinerja
organisasi, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
pada Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 25
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24, Biro Organisasi dan  Tata  Laksana
menyelenggarakan fungsi:
a. pembinaan, evaluasi, dan koordinasi penataan
organisasi;
b. pembinaan, evaluasi, dan koordinasi penataan tata
laksana;
c. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik;
d. koordinasi penyusunan naskah pimpinan,;

e. koordinasi, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan
reformasi birokrasi;

f. pembinaan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan
evaluasi kinerja organisasi;

g. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
dan

h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 26
Susunan organisasi Biro Organisasi dan Tata Laksana terdiri
atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan
persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan,
keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan,
data, dan dokumentasi biro.

Bagian Ketujuh
Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 28
Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan, rancangan peraturan dan keputusan menteri,
penyuluhan dan advokasi hukum, serta urusan kerja sama
luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28, Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

serta naskah perjanjian,;
b. penyusunan rancangan peraturan dan keputusan
menteri;
penyuluhan, pertimbangan, dan advokasi hukum;
pengelolaan penyelesaian kasus aset kementerian;
pengelolaan kerja sama luar negeri;
pendokumentasian peraturan perundang-undangan; dan
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Qo Ao

Pasal 30
Susunan organisasi Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan
persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan,
keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan,
data, dan dokumentasi biro.

Bagian Kedelapan
Biro Umum

Pasal 32
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, keprotokolan,
perlengkapan Sekretariat Jenderal, pemeliharaan barang milik
negara Kementerian Agama pusat, dan pengelolaan layanan
pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan wurusan tata usaha pimpinan dan
keprotokolan;

b. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan,;

c. penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan sekretariat
jenderal;

d. pelaksanaan urusan rumah tangga Kementerian Agama
pusat;

e. penyiapan bahan pemanfaatan dan pemeliharaan barang
milik negara;

f.  pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa; dan
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
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Pasal 34
Susunan organisasi Biro Umum terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha Pimpinan,;
b. Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35
Bagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan urusan tata usaha menteri, tata usaha sekretaris
jenderal, tata usaha staf ahli, urusan keprotokolan, urusan
dalam, perjalanan dinas, layanan keamanan dan ketertiban,
serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 36
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan
fungsi:
pelaksanaan urusan tata usaha menteri;
pelaksanaan urusan tata usaha sekretaris jenderal,;
pelaksanaan urusan tata usaha staf ahli;
pelaksanaan urusan keprotokolan;
penyiapan bahan penyusunan risalah rapat pimpinan;
penyiapan bahan  administrasi perjalanan dinas
pimpinan;
pelayanan urusan dalam;
pelaksanaan layanan keamanan dan ketertiban; dan
pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
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Pasal 37
Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:
Subbagian Tata Usaha Menteri;
Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
Subbagian Tata Usaha Staf Ahli;
Subbagian Protokol; dan
Subbagian Urusan Dalam.

P T

Pasal 38

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 huruf a mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan tata usaha menteri, dan penyusunan
risalah rapat pimpinan.

(2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 huruf b mempunyai tugas
melakukan pelayanan urusan tata usaha Sekretaris
Jenderal dan penyusunan risalah rapat pimpinan.

(3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 huruf ¢ mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan tata usaha Staf Ahli.

(4) Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan
keprotokolan dan penerimaan tamu pimpinan.

(5) Subbagian Urusan Dalam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 huruf e mempunyai tugas melakukan layanan
urusan dalam.
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Pasal 39
Bagian  Perlengkapan dan  Pengadaan  Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b mempunyai
tugas melaksanakan  penyiapan bahan = pengelolaan
perlengkapan Sekretariat Jenderal dan pengelolaan layanan
pengadaan barang dan jasa.

Pasal 40
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39, Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan dan
pengadaan barang dan jasa; dan
b. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 41
Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40, dalam pelaksanaan tugas sebagai Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Bagian Perlengkapan dan Pengadaan
Barang dan Jasa juga menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan
pengadaan barang/jasa; dan
d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau
bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Pasal 42
Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan
Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi

Pasal 43
Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi mempunyai
tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan

penyelenggaraan serta evaluasi di bidang hubungan
masyarakat, data, dan teknologi informasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43, Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan operasional di bidang hubungan
masyarakat, data, dan teknologi informasi;

b. pelaksanaan hubungan dengan lembaga Negara, lembaga
pemerintah, media, dan lembaga keagamaan;

c. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan
teknologi informasi di bidang agama;

d. koordinasi dan pengelolaan informasi dan publikasi di
bidang agama;

e. pelaksanaan pengembangan teknologi informatika dan
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komunikasi;

f.  pemberian layanan informasi di bidang agama;
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
hubungan masyarakat, data, dan teknologi informasi;

h. pendokumentasian kegiatan kementerian dan pimpinan,;
dan

i.  pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 45
Susunan organisasi Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan
Informasi terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 46
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan
persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan,
keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan,
data, dan dokumentasi biro.

BAB IV
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 47
(1) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam merupakan unsur
pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri.
(2) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dipimpin oleh
Direktur Jenderal.

Pasal 48
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan madrasah,
diniyah, pondok pesantren, pendidikan agama Islam, dan
pendidikan tinggi keagamaan Islam;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan madrasah,
diniyah, pondok pesantren, pendidikan agama Islam, dan
pendidikan tinggi keagamaan Islam;

c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pendidikan
madrasah, diniyah, pondok pesantren, pendidikan agama
Islam, dan pendidikan tinggi keagamaan Islam;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pendidikan madrasah, diniyah, pondok pesantren,
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pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi
keagamaan Islam,;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pendidikan madrasah, diniyah, pondok pesantren,
pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi
keagamaan Islam;

f.  pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 50
Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
terdiri atas:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
b. Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan
Kesiswaan Madrasah;
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
Direktorat Pendidikan Agama Islam; dan
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

thd QO

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Pasal 51
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai
tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi pada Direktorat Jenderal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan,
dan anggaran,;

b. koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana, program,

kegiatan, dan anggaran;

pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;

pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;

e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan bina
pengembangan karier pegawai;

f.  koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bidang
pendidikan Islam;

g. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
dan advokasi hukum;

h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;

koordinasi dan pelaksanaan publikasi dan hubungan

masyarakat;

oo

[

j-  pelaksanaan urusan ketatausahaan dan

kerumahtanggaan; dan
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k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 53
Susunan  organisasi  Sekretariat Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam terdiri atas:
a. Bagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 54
Bagian Umum dan Barang Milik Negara mempunyai tugas
melaksanakan wurusan ketatausahaan, kerumahtanggaan,
perlengkapan, pemanfaatan, dan pemeliharaan barang milik
negara pada direktorat jenderal.

Pasal 55
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54, Bagian Umum dan Barang Milik Negara
menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan urusan ketatausahaan;
pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
pengelolaan dan pelaksanaan urusan perlengkapan; dan
penyiapan bahan pemanfaatan dan pemeliharaan barang
milik negara.

fao o

Pasal 56
Bagian Umum dan Barang Milik Negara terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan
Madrasah

Pasal 57
Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan
Madrasah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, dan
evaluasi, serta pengawasan di bidang kurikulum, sarana,
kelembagaan, dan kesiswaan madrasah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57, Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan

Kesiswaan Madrasah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kurikulum,
kelembagaan, kerja sama, sarana dan prasarana,
kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola pendidikan
Raudlatul Athfal dan Madrasah;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum, kelembagaan, kerja sama, sarana dan
prasarana, kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola
pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah;

c. peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik
Raudlatul Athfal dan Madrasah;

d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
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pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah;

e. fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan
Raudlatul Athfal dan Madrasah;

f.  penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang kurikulum, kelembagaan, kerja sama, sarana dan
prasarana, kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola
pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah;

g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kurikulum, kelembagaan, kerja sama, sarana dan
prasarana, kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola
pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah;

h. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kurikulum,
kelembagaan, kerja sama, sarana dan prasarana,
kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola pendidikan
Raudlatul Athfal dan Madrasah; dan

i.  pelaksanaan administrasi direktorat.
Pasal 59
Susunan  organisasi Direktorat  Kurikulum, Sarana,

Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah terdiri atas:
Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi;
Subdirektorat Sarana dan Prasarana;
Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja Sama;
Subdirektorat Kesiswaan;

Subbagian Tata Usaha; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

mo e TR

Pasal 60

Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, dan fasilitasi
penjaminan mutu, serta evaluasi di bidang kurikulum dan
evaluasi pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 60, Subdirektorat Kurikulum dan  Evaluasi

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan  perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan
evaluasi pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang pembelajaran dan penilaian pada
pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah;

c. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan
mutu di bidang pembelajaran dan penilaian pada
pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasabh;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pembelajaran dan penilaian pada
pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pembelajaran dan penilaian pada pendidikan
Raudlatul Athfal dan Madrasah.
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Pasal 62
Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 63

Subdirektorat Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 huruf b mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan  perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi
penjaminan mutu, dan evaluasi di bidang sarana dan
prasarana Raudlatul Athfal dan Madrasah.

Pasal 64
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63, Subdirektorat Sarana dan Prasarana
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan  perumusan, koordinasi, dan

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana dan
prasarana pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang sarana dan prasarana pendidikan
Raudlatul Athfal dan Madrasah;

c. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan
mutu di bidang sarana dan prasarana pendidikan
Raudlatul Athfal dan Madrasah;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang sarana dan prasarana pendidikan
Raudlatul Athfal dan Madrasah; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang sarana dan prasarana pendidikan Raudlatul
Athfal dan Madrasah.

Pasal 65
Subdirektorat Sarana dan Prasarana terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 66

Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja Sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 huruf ¢ mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi
penjaminan mutu, dan evaluasi di bidang kelembagaan dan
kerja sama Raudlatul Athfal dan Madrasah.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 66, Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja Sama

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan  perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan
kerja sama pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang kelembagaan dan kerja sama
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pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah;

c. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan
mutu di bidang kelembagaan dan kerja sama pendidikan
Raudlatul Athfal dan Madrasah

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kelembagaan dan kerja sama
pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kelembagaan dan kerja sama pendidikan
Raudlatul Athfal dan Madrasah.

Pasal 68
Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja Sama terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 69

Subdirektorat Kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, dan evaluasi
di bidang kesiswaan, pembinaan bakat, minat, dan prestasi,
serta pengelolaan beasiswa dan bantuan Raudlatul Athfal dan
Madrasah.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 69, Subdirektorat Kesiswaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan  perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesiswaan,
pembinaan bakat, minat, prestasi, beasiswa, dan
bantuan pendidikan siswa Raudlatul Athfal dan
Madrasah;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang kesiswaan, pembinaan bakat,
minat, prestasi, beasiswa, dan bantuan pendidikan siswa
Raudlatul Athfal dan Madrasah;

c. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan
mutu di bidang kesiswaan, pembinaan bakat, minat,
prestasi, beasiswa, dan bantuan pendidikan siswa
Raudlatul Athfal dan Madrasah;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kesiswaan, pembinaan bakat, minat,
prestasi, beasiswa, dan bantuan pendidikan siswa
Raudlatul Athfal dan Madrasah; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kesiswaan, pembinaan bakat, minat, prestasi,
beasiswa, dan bantuan pendidikan siswa Raudlatul
Athfal dan Madrasah.

Pasal 71
Subdirektorat Kesiswaan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.
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Pasal 72

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 huruf e mempunyai tugas melakukan pelayanan
urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian,
ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara,
kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan dokumentasi
direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional
berada di bawah Bagian Umum dan Barang Milik Negara
pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara
operasional bertanggung jawab kepada direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah

Pasal 73
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis,
fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi, dan pengawasan
pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru
dan tenaga kependidikan Raudlatul Athfal, Madrasah
Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah
Aliyah /Madrasah Aliyah Kejuruan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 73, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan

Madrasah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan
kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru dan tenaga
kependidikan Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah,
Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah
Aliyah Kejuruan;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi
guru dan tenaga kependidikan Raudlatul Athfal,
Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan
Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;

c. penyusunan rencana kebutuhan guru dan tenaga
kependidikan serta pengendalian formasi guru dan
tenaga kependidikan pada Raudlatul Athfal, Madrasah
Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah
Aliyah /Madrasah Aliyah Kejuruan;

d. penilaian kinerja dan pengembangan karir guru dan
tenaga kependidikan pada Raudlatul Athfal, Madrasah
Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah
Aliyah /Madrasah Aliyah Kejuruan;

e. pemindahan guru dan tenaga kependidikan
padaRaudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah
Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah
Kejuruan,;

f.  peningkatan kesejahteraan serta pemberian penghargaan
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dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan pada
Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah
Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah
Kejuruan;

g. fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang
pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi
guru dan tenaga kependidikan Raudlatul Athfal,
Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan
Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;

h. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan
sertifikasi guru dan tenaga kependidikan Raudlatul
Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan
Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;

i.  pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi
guru dan tenaga kependidikan Raudlatul Athfal,
Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan
Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;

j- pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang
pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi
guru dan tenaga kependidikan Raudlatul Athfal,
Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan
Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan; dan

k. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 75

Susunan  organisasi Direktorat Guru dan  Tenaga

Kependidikan Madrasah terdiri atas:

a. Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan
Raudlatul Athfal;

b. Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan
Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah;

c. Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan
Madrasah Aliyah /Madrasah Aliyah Kejuruan;

d. Subbagian Tata Usaha; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 76

Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan Raudlatul
Athfal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan,
koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi,
fasilitasi penjaminan mutu, dan evaluasi di bidang
pengembangan kualifikasi dan kompetensi, penyusunan
rencana kebutuhan, penilaian kinerja dan pengembangan
karir, pemindahan, kesejahteraan serta  pemberian
penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan
Raudlatul Athfal.

Pasal 77
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76, Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan
Raudlatul Athfal menyelenggarakan fungsi:
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a. penyiapan bahan  perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan
kualifikasi dan kompetensi, penyusunan rencana
kebutuhan, penilaian kinerja dan pengembangan karir,
pemindahan, kesejahteraan serta pemberian
penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga
kependidikan Raudlatul Athfal;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang pengembangan kualifikasi dan
kompetensi, penyusunan rencana kebutuhan, penilaian
kinerja dan pengembangan karir, pemindahan,
kesejahteraan serta pemberian penghargaan dan
perlindungan guru dan tenaga kependidikan Raudlatul
Athfal;

c. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan
mutu di bidang pengembangan kualifikasi dan
kompetensi guru dan tenaga kependidikan Raudlatul
Athfal;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengembangan kualifikasi dan
kompetensi, penyusunan rencana kebutuhan, penilaian
kinerja dan pengembangan karir, pemindahan,
kesejahteraan serta pemberian penghargaan dan
perlindungan guru dan tenaga kependidikan Raudlatul
Athfal; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pengembangan kualifikasi dan kompetensi,
penyusunan rencana kebutuhan, penilaian kinerja dan
pengembangan karir, pemindahan, kesejahteraan serta
pemberian penghargaan dan perlindungan guru dan
tenaga kependidikan Raudlatul Athfal.

Pasal 78
Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan Raudlatul
Athfal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 79

Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75 huruf b mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan  perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu,
dan evaluasi di bidang pengembangan kualifikasi dan
kompetensi, penyusunan rencana kebutuhan, penilaian
kinerja dan pengembangan karir, pemindahan, kesejahteraan
serta pemberian penghargaan dan perlindungan guru dan
tenaga kependidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah
Tsanawiyah.

Pasal 80
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79, Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan
Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah
menyelenggarakan fungsi:
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a. penyiapan bahan  perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan
kualifikasi dan kompetensi, penyusunan rencana
kebutuhan, penilaian kinerja dan pengembangan karir,
pemindahan, kesejahteraan serta pemberian
penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga
kependidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah
Tsanawiyah,;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang pengembangan kualifikasi dan
kompetensi, penyusunan rencana kebutuhan, penilaian
kinerja ~dan  pengembangan karir, pemindahan,
kesejahteraan serta pemberian penghargaan dan
perlindungan guru dan tenaga kependidikan Madrasah
Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah;

c. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan
mutu di bidang pengembangan kualifikasi dan
kompetensi Madrasah Ibtidaiyah dan  Madrasah
Tsanawiyah;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengembangan kualifikasi dan
kompetensi, penyusunan rencana kebutuhan, penilaian
kinerja dan pengembangan karir, pemindahan,
kesejahteraan serta pemberian penghargaan dan
perlindungan guru dan tenaga kependidikan Madrasah
Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pengembangan kualifikasi dan kompetensi,
penyusunan rencana kebutuhan, penilaian kinerja dan
pengembangan karir, pemindahan, kesejahteraan serta
pemberian penghargaan dan perlindungan guru dan
tenaga kependidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah
Tsanawiyah.

Pasal 81
Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 82
Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75 huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan  perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu,
dan evaluasi di bidang pengembangan kualifikasi dan
kompetensi, penyusunan rencana kebutuhan, penilaian
kinerja dan pengembangan karir, pemindahan, kesejahteraan
serta pemberian penghargaan
dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan Madrasah
Aliyah /Madrasah Aliyah Kejuruan.

Pasal 83
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 82, Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan
Madrasah Aliyah /Madrasah Aliyah Kejuruan
menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan  bahan  perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan
kualifikasi dan kompetensi, penyusunan rencana
kebutuhan, penilaian kinerja dan pengembangan karir,
pemindahan, kesejahteraan serta pemberian
penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga
kependidikan =~ Madrasah  Aliyah/Madrasah  Aliyah
Kejuruan;

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang pengembangan kualifikasi dan
kompetensi, penyusunan rencana kebutuhan, penilaian
kinerja dan  pengembangan karir, pemindahan,
kesejahteraan serta pemberian penghargaan dan
perlindungan guru dan tenaga kependidikan Madrasah
Aliyah /Madrasah Aliyah Kejuruan;

penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan
mutu di bidang pengembangan kualifikasi dan
kompetensi Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;
penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengembangan kualifikasi dan
kompetensi, penyusunan rencana kebutuhan, penilaian
kinerja dan pengembangan karir, pemindahan,
kesejahteraan serta pemberian penghargaan dan
perlindungan guru dan tenaga kependidikan Madrasah
Aliyah /Madrasah Aliyah Kejuruan; dan

penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pengembangan kualifikasi dan kompetensi,
penyusunan rencana kebutuhan, penilaian kinerja dan
pengembangan karir, pemindahan, kesejahteraan serta
pemberian penghargaan dan perlindungan guru dan
tenaga kependidikan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah
Kejuruan.

Pasal 84

Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

(1)

Pasal 85

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 huruf d mempunyai tugas melakukan pelayanan
urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian,
ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara,
kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan dokumentasi
direktorat.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional
berada di bawah Bagian Umum dan Barang Milik Negara
pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara
operasional bertanggung jawab kepada direktorat.
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Bagian Keenam
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Pasal 86

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang
pendidikan tinggi keagamaan Islam sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan
Islam menyelenggarakan fungsi:

a.

e

perumusan kebijakan di bidang akademik, ketenagaan,
sarana dan prasarana, kemahasiswaan, kelembagaan
dan kerja sama penelitian dan pengabdian pada
masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan Islam;
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
akademik, ketenagaan, sarana dan = prasarana,
kemahasiswaan, kelembagaan dan kerja sama penelitian
dan pengabdian pada masyarakat pada pendidikan tinggi
keagamaan Islam;

peningkatan kualitas pendidikan karakter mahasiswa;
fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
pendidikan tinggi keagamaan Islam;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang akademik, ketenagaan, sarana dan prasarana,
kemahasiswaan, kelembagaan dan kerja sama penelitian
dan pengabdian pada masyarakat pada pendidikan tinggi
keagamaan Islam;

fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan
tinggi keagamaan Islam;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
akademik, ketenagaan, sarana dan prasarana,
kemahasiswaan, kelembagaan dan kerja sama penelitian
dan pengabdian pada masyarakat pada pendidikan tinggi
keagamaan Islam;

pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang akademik,
ketenagaan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan,
kelembagaan dan kerja sama penelitian dan pengabdian
pada masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan
Islam; dan

pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 88

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam terdiri atas:

© oo

o ™

Subdirektorat Pengembangan Akademik;

Subdirektorat Ketenagaan;

Subdirektorat Sarana, Prasarana dan Kemahasiswaan;
Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja Sama;
Subdirektorat  Penelitian dan  Pengabdian  pada
Masyarakat;

Subbagian Tata Usaha; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 89

Subdirektorat Pengembangan = Akademik  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi
penjaminan mutu, dan evaluasi di bidang pengembangan
akademik.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 89, Subdirektorat =~ Pengembangan = Akademik

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan  perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan
program studi, mutu akademik, dan evaluasi akademik,
serta penguatan integrasi ilmu;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang pembinaan program studi, mutu
akademik, dan evaluasi akademik, serta penguatan
integrasi ilmu;

C. penyiapan bahan fasilitasi penjaminan mutu
pengembangan akademik;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pembinaan program studi, mutu
akademik, dan evaluasi akademik, serta penguatan
integrasi ilmu; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pembinaan program studi, mutu akademik, dan
evaluasi akademik, serta penguatan integrasi ilmu.

Pasal 91
Subdirektorat Pengembangan Akademik terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 92
Subdirektorat Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 88 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, dan evaluasi
di bidang ketenagaan.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 92, Subdirektorat Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan  perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan
evaluasi ketenagaan, pengembangan profesi, sertifikasi,
bina dosen dan tenaga kependidikan;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang perencanaan dan evaluasi
ketenagaan, pengembangan profesi, sertifikasi, bina
dosen dan tenaga kependidikan;

c. penyiapan bahan fasilitasi penjaminan mutu ketenagaan;
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d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang perencanaan dan evaluasi
ketenagaan, pengembangan profesi, sertifikasi, bina
dosen dan tenaga kependidikan; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang  perencanaan dan  evaluasi ketenagaan,
pengembangan profesi, sertifikasi, bina dosen dan tenaga
kependidikan.

Pasal 94
Subdirektorat Ketenagaan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 95

Subdirektorat Sarana, Prasarana dan Kemahasiswaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf ¢ mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi
penjaminan mutu, dan evaluasi di bidang sarana, prasarana
dan kemahasiswaan.

Pasal 96
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 95, Subdirektorat Sarana, Prasarana dan
Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan  perumusan, koordinasi, dan

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana dan
prasarana perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan
swasta, pengembangan laboratorium dan perpustakaan,
serta pembinaan kemahasiswaan;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang sarana dan prasarana perguruan
tinggi  keagamaan  Islam negeri dan = swasta,
pengembangan laboratorium dan perpustakaan, serta
pembinaan kemahasiswaan,;

c. penyiapan bahan fasilitasi penjaminan mutu sarana,
prasarana dan kemahasiswaan;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang sarana dan prasarana perguruan
tinggi  keagamaan  Islam negeri dan = swasta,
pengembangan laboratorium dan perpustakaan, serta
pembinaan kemahasiswaan; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang sarana dan prasarana perguruan tinggi
keagamaan Islam negeri dan swasta, pengembangan
laboratorium dan perpustakaan, serta pembinaan
kemahasiswaan.

Pasal 97
Subdirektorat Sarana, Prasarana dan Kemahasiswaan terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 98

Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja Sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 huruf d mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi
penjaminan mutu, dan evaluasi di bidang kelembagaan dan
kerja sama.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 98, Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja Sama

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan  perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penjaminan
mutu kelembagaan, kerja sama, dan pembinaan
kelembagaan dan badan layanan umum;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang penjaminan mutu kelembagaan,
kerja sama, dan pembinaan kelembagaan dan badan
layanan umum,;

C. penyiapan bahan fasilitasi penjaminan mutu
kelembagaan dan kerja sama,;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang penjaminan mutu kelembagaan, kerja
sama, dan pembinaan kelembagaan dan badan layanan
umum; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang penjaminan mutu kelembagaan, kerja sama, dan
pembinaan kelembagaan dan badan layanan umum.

Pasal 100
Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja Sama terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 101

Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi
penjaminan mutu, dan evaluasi di bidang penelitian dan
pengabdian pada masyarakat.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 101, Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian pada

Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan  perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian,
publikasi ilmiah, pengabdian pada masyarakat, dan
pengelolaan hak atas kekayaan intelektual serta
penerapan hasil riset;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang penelitian, publikasi ilmiah,
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pengabdian pada masyarakat, dan pengelolaan hak atas
kekayaan intelektual serta penerapan hasil riset;

c. penyiapan bahan fasilitasi penjaminan mutu penelitian
dan pengabdian pada masyarakat;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang penelitian, publikasi ilmiah,
pengabdian pada masyarakat, dan pengelolaan hak atas
kekayaan intelektual serta penerapan hasil riset; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian pada
masyarakat, dan pengelolaan hak atas kekayaan
intelektual serta penerapan hasil riset.

Pasal 103
Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 104

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 88 huruf f mempunyai tugas melakukan pelayanan
urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian,
ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara,
kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan dokumentasi
direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional
berada di bawah Bagian Umum dan Barang Milik Negara
pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara
operasional bertanggung jawab kepada direktorat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Pendidikan Agama Islam

Pasal 105

Direktorat Pendidikan Agama Islam mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, fasilitasi
pelaksanaan penjaminan mutu, dan pengawasan Pendidikan
Agama Islam (PAI) pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
dan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar/Sekolah Dasar
Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), Sekolah
Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)
dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta perguruan
tinggi umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 105, Direktorat Pendidikan Agama Islam

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik,
sarana dan prasarana, pendanaan, dan kerja sama
pendidikan agama Islam;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
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kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana,
pendanaan, dan kerja sama pendidikan agama Islam;

c. peningkatan kualitas pendidikan agama Islam yang
berkarakter peserta didik;

d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
pendidikan agama Islam;

e. fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan
agama Islam;

f.  penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana,
pendanaan, dan kerja sama pendidikan agama Islam;

g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana,
pendanaan, dan kerja sama pendidikan agama Islam;

h. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kurikulum,
peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan
kerja sama pendidikan agama Islam; dan

i.  pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 107
Direktorat Pendidikan Agama Islam terdiri atas:
a. Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada PAUD dan
TK;
b. Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada SD/SDLB;
c. Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada

SMP/SMPLB;
d. Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada
SMA/SMALB/SMK;

e. Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Perguruan
Tinggi Umum;

f.  Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 108

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada PAUD dan TK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi
penjaminan mutu, dan evaluasi di bidang PAI pada PAUD dan
TK.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 108, Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada PAUD

dan TK menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan  perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan
evaluasi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan siswa
PAI pada PAUD dan TK;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang kurikulum dan evaluasi,
ketenagaan, dan pembinaan keagamaan siswa PAI pada
PAUD dan TK;

c. penyiapan bahan fasilitasi penjaminan mutu PAI pada
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PAUD dan TK;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi, ketenagaan,
dan pembinaan keagamaan siswa PAI pada PAUD dan
TK; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, dan
pembinaan keagamaan siswa PAI pada PAUD dan TK.

Pasal 110
Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada PAUD dan TK
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 111
Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada SD/SDLB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi
penjaminan mutu, dan evaluasi di bidang PAI pada SD/SDLB.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 111, Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada

SD/SDLB menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan  perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan
evaluasi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan siswa
PAI pada SD/SDLB;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang kurikulum dan evaluasi,
ketenagaan, dan pembinaan keagamaan siswa PAI pada
SD/SDLB;

c. penyiapan bahan fasilitasi penjaminan mutu PAI pada
SD/SDLB;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi, ketenagaan,
dan pembinaan keagamaan siswa PAI pada SD/SDLB;
dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, dan
pembinaan keagamaan siswa PAI pada SD/SDLB.

Pasal 113
Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada SD/SDLB terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 114

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada SMP/SMPLB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf ¢ mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi
penjaminan mutu, dan evaluasi di bidang PAI pada
SMP/SMPLB.
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Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 114, Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada

SMP/SMPLB menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan  perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan
evaluasi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan siswa
pendidikan agama Islam pada SMP/SMPLB;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang kurikulum dan evaluasi,
ketenagaan, dan pembinaan keagamaan siswapendidikan
agama Islam pada SMP/SMPLB;

c. penyiapan bahan fasilitasi penjaminan mutu pendidikan
agama Islam pada SMP/SMPLB;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi, ketenagaan,
dan pembinaan keagamaan siswa pendidikan agama
Islam pada SMP/SMPLB; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, dan
pembinaan keagamaan siswa pendidikan agama Islam
pada SMP/SMPLB.

Pasal 116
Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada SMP/SMPLB
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 117

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada
SMA/SMALB/SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107
huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, dan evaluasi
di bidang PAI pada SMA/SMALB/SMK.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 117, Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada

SMA/SMALB/SMK menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan  perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan
evaluasi, sarana prasarana, ketenagaan, dan kesiswaan
PAI pada SMA/SMALB/SMK;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang kurikulum dan evaluasi,
ketenagaan, dan pembinaan keagamaan siswa PAI pada
SMA/SMALB/SMK;

c. penyiapan bahan fasilitasi penjaminan mutu PAI pada
SMA/SMALB/SMK;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi, ketenagaan,
dan  pembinaan  keagamaan siswa PAI  pada
SMA/SMALB/SMK; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
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bidang kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, dan
pembinaan keagamaan siswa PAI pada
SMA/SMALB/SMK.

Pasal 119
Subdirektorat Pendidikan Agama Islam SMA/SMALB/SMK
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 120

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi
Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf e
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan,
koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi,
fasilitasi penjaminan mutu, dan evaluasi PAI pada pada
perguruan tinggi umum.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 120, Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada

Perguruan Tinggi Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan  perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan
evaluasi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan
mahasiswa PAI pada Perguruan Tinggi Umum,;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang kurikulum dan evaluasi,
ketenagaan, dan pembinaan keagamaan mahasiswa PAI
pada Perguruan Tinggi Umum,;

c. penyiapan bahan fasilitasi penjaminan mutu PAI pada
Perguruan Tinggi Umum;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi, ketenagaan,
dan pembinaan keagamaan mahasiswa PAI pada
Perguruan Tinggi Umum; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, dan
pembinaan keagamaan siswa PAI pada Perguruan Tinggi
Umum.

Pasal 122
Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi
Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 123

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 107 huruf f melakukan pelayanan
urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian,
ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara,
kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan dokumentasi
direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional
berada di bawah Bagian Umum dan Barang Milik Negara
pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara
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Bagian Kedelapan
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Pasal 124
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis,
evaluasi, dan pengawasan pendidikan diniyah dan pondok
pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 124, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok

Pesantren menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kurikulum, ketenagaan,
kesantrian, sarana dan prasarana, kelembagaan dan
kerja sama pendidikan diniyah dan pondok pesantren;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum, ketenagaan, kesantrian, sarana dan
prasarana, kelembagaan dan kerja sama pendidikan
diniyah dan pondok pesantren;

c. peningkatan kualitas pendidikan karakter santri
pendidikan diniyah dan pondok pesantren;

d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
pendidikan diniyah dan pondok pesantren;

e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang kurikulum, ketenagaan, kesantrian, sarana dan
prasarana, kelembagaan dan kerja sama pendidikan
diniyah dan pondok pesantren;

f.  pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kurikulum, ketenagaan, kesantrian, sarana dan
prasarana, kelembagaan dan kerja sama pendidikan
diniyah dan pondok pesantren;

g. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kurikulum,
ketenagaan, kesantrian, sarana dan  prasarana,
kelembagaan dan kerja sama pendidikan diniyah dan
pondok pesantren; dan

h. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 126
Susunan organisasi Direktorat Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren terdiri atas:
Subdirektorat Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah;
Subdirektorat Pendidikan Diniyah dan Mahad Aly;
Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan;
Subdirektorat Pendidikan Pesantren;
Subdirektorat Pendidikan Alquran;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 127
Subdirektorat Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan
evaluasi pendidikan madrasah diniyah takmiliyah.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 127, Subdirektorat Pendidikan Madrasah Diniyah

Takmiliyah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan  perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum,
ketenagaan, sarana prasarana, kelembagaan, kerja sama,
dan kesantrian pendidikan madrasah diniyah takmiliyah;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang kurikulum, ketenagaan, sarana
prasarana, kelembagaan, kerja sama, dan kesantrian
pendidikan madrasah diniyah takmiliyah;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kurikulum, ketenagaan, sarana
prasarana, kelembagaan, kerja sama, dan kesantrian
pendidikan madrasah diniyah takmiliyah; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kurikulum, ketenagaan, sarana prasarana,
kelembagaan, kerja sama, dan kesantrian pendidikan
madrasah diniyah takmiliyah.

Pasal 129
Subdirektorat Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 130
Subdirektorat Pendidikan Diniyah dan Mahad Aly
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan
evaluasi di bidang pendidikan diniyah dan Mahad Aly.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 130, Subdirektorat Pendidikan Diniyah dan Mahad Aly

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan  perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum,
ketenagaan, sarana prasarana, kelembagaan dan kerja
sama, serta kesantrian pendidikan diniyah dan Mahad
Aly;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang kurikulum, ketenagaan, sarana
prasarana, kelembagaan dan kerja sama, serta
kesantrian pendidikan diniyah dan Mahad Aly;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
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supervisi di bidang kurikulum, ketenagaan, sarana
prasarana, kelembagaan dan kerja sama, serta
kesantrian pendidikan diniyah dan Mahad Aly; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kurikulum, ketenagaan, sarana prasarana,
kelembagaan dan kerja sama, serta kesantrian
pendidikan diniyah dan Mahad Aly.

Pasal 132
Subdirektorat Pendidikan Diniyah dan Mahad Aly terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 133
Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 126 huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis dan supervisi, dan evaluasi di bidang
pendidikan kesetaraan.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 133, Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan  perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum,
ketenagaan, sarana prasarana, kelembagaan, kerja sama,
dan kesantrian pendidikan kesetaraan;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang kurikulum, ketenagaan, sarana
prasarana, kelembagaan, kerja sama, dan kesantrian
pendidikan kesetaraan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kurikulum, ketenagaan, sarana
prasarana, kelembagaan, kerja sama, dan kesantrian
pendidikan kesetaraan; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kurikulum, ketenagaan, sarana prasarana,
kelembagaan, kerja sama, dan kesantrian pendidikan
kesetaraan.

Pasal 135
Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 136
Subdirektorat Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 126 huruf d mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan  perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis dan supervisi, dan evaluasi di bidang
pendidikan pesantren.
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Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 136, Subdirektorat Pendidikan Pesantren

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan  perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum,
ketenagaan, sarana prasarana, kelembagaan dan kerja
sama, serta kesantrian pendidikan pesantren;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang kurikulum, ketenagaan, sarana
prasarana, kelembagaan dan kerja sama, serta
kesantrian pendidikan pesantren,;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kurikulum, ketenagaan, sarana
prasarana, kelembagaan dan kerja sama, serta
kesantrian pendidikan pesantren; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kurikulum, ketenagaan, sarana prasarana,
kelembagaan dan kerja sama, serta kesantrian
pendidikan pesantren.

Pasal 138
Subdirektorat Pendidikan Pesantren terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 139
Subdirektorat Pendidikan Alquran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 126 huruf e mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan  perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis dan supervisi, dan evaluasi di bidang
pendidikan Alquran.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 139, Subdirektorat Pendidikan Alquran

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan  perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum,
ketenagaan, sarana, prasarana, kelembagaan dan kerja
sama, serta kesantrian pendidikan Alquran;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang kurikulum, ketenagaan, sarana,
prasarana, kelembagaan dan kerja sama, serta
kesantrian pendidikan Alquran;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kurikulum, ketenagaan, sarana,
prasarana, kelembagaan dan kerja sama, serta
kesantrian pendidikan Alquran; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kurikulum, ketenagaan, sarana, prasarana,
kelembagaan dan kerja sama, serta kesantrian
pendidikan Alquran.



35 2022, No.955

Pasal 141
Subdirektorat Pendidikan Alquran terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 142

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 126 huruf f mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik
negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional
berada di bawah Bagian Umum dan Barang Milik Negara
pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara
operasional bertanggung jawab kepada direktorat.

BAB V
DIREKTORAT JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 143
(1) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 144
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan
umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 144, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan

Umrah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan haji dan
umrah, pelayanan haji, dan pengelolaan dana haji, serta
akreditasi penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan haji dan
umrah dan  pelayanan  haji, serta  akreditasi
penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
penyelenggaraan haji dan umrah;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang penyelenggaraan haji dan umrah;

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah; dan

f.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 146
Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji
dan Umrah terdiri atas:
Sekretariat Direktorat Jenderal,
Direktorat Bina Haji;
Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri;
Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri;
Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus; dan
Direktorat Pengelolaan Dana Haji.

moa0 o

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Pasal 147
Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan
Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unit organisasi pada Direktorat Jenderal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pas